BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a.

Mengingat :

—

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1)
dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal
99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang  Tahapan, Tata Cara  Penyusunan,
Pengendalian, dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun
2015;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 memuat arah kebijakan
pembangunan daerah selama tahun 2015 dalam rangka
mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan
dan penajaman program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten Bengkalis; ‘

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;

Undang-Undang  Nomor 12 tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3731);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);



. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
-Pengelolaan dan Tanggung Jawab = Keuangan - Negara »

\j(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor e
1‘.;-66 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a 4400), ‘

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stem, ‘
- Perencanaan Pembangunan Naswnal (Lembaran Negara .-

Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, . Tambahan

‘Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nornor 442 1);

.f,rfUndang Undang Nomor : 932 Tahun j 2004 tentang
'Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran: Negara
_ Republik Indonesia Nomor 4437), sebagalmana telah diubah

- beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

: _f_Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
';_,(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor .

59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor .

,‘4844),

: ;Undang-Undang | Nomor‘ 33 Tahun ~'2004"' tentang >
Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah = Pusat dan -
.. Pemerintahan Daerah’ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia =
~Tahun 2004 Nomor 126, ~Tambahan Lembaran Negara i
;Repubhk Indonema Nomor 4438) L _

.'AUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana '
~ Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

. (Lembaran. Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor

--33; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
'~4578)  _ PR AT Rl - ‘
.'\EVA-Undang—Undang Nomor 12 Tahim 2011 "vr‘tentang

~ Pembentukan - Peraturan - Perundang -undangan (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia - Tahun 2011 Nomor 82,

o:j’{Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor['
5234); : R , '

10
o "f'iPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerlntah ‘Nomor 58 Tahun 2005 tentang

F;jIndonesm ‘Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan_ Lembaran .

"?;’Negara Repubhk Indon681a Nomor 4578); .
11.

Peraturan Pemerlntah ‘Nomor 79 Tahun 2005 tentang’ g

. Pedoman Pembmaan dan: Pengawasan Penyelenggaraan :
L Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone51a :

;;Tahun 2005 Nomor 165);

12, Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang K

- Pembagian Urusan . Pemerintah ~ antara = Pemerintah,

"'rj“Pemermtah -Daerah - Provinsi ~dan' Pemerintah Daerah

- Tahun 2007 - Nomor ‘82, Tambahan Lembaran ; Negara: e
Xl Repubhk Indonesm Nomor 4737), - = : ;

Kabupaten/Kota' (Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘ , :




)13

: 3

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

_Tata Cara Penyusunan  Pengendalian .dan ' Evaluasi :

Pelaksanaan Rencana - Pembangunan Daerah (Lembaran

" Negara . Repubhk Indonesia. Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor,

- 4817);
. tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

Peraturan Menterl Dalarn Negerl Nomor 54 Tahun 2010i

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian

T ~dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

15

[ Menetapkan  :

(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2010 Nomor’

517);

.‘“Peraturan Menter1 Dalam Negerl Nomor 27 Tahun 2014’7 ;
tentang Pedoman Penyusunan Pengendahan dan Evaluasi-

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Lembaran" '

- Negara Repubhk Indonema Tahun 2014 Nomor. 470)

: _16.\Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahunf«

2007 tentang Rencana Pembangunan-Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah S

. _Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 03)

117.'_Peraturar1 Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun

- 2008 tentang: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

~ Kabupaten =~ Bengkalis. (Lembaran_. Daerah Kabupaten

| Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);:
- 18.1 |
-.-2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 09 Tahun- '

| Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015

‘\'(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011~ .
Nomor 11) R N :

MEMUTUSKAN

TPERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA -
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  KABUPATEN
: BENGKALIS TAHUN 2015 : SRS A . '

o BABI -
meNHMNUMUM

Pasal 1

b‘-‘Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

e o Daerah adalah Kabupaten Bengkahs f '

2 ?""‘.Pemermtah Daerah adalah Bupat1 dkan:‘ Pér‘angkaf

‘Daerah’ sebagal unsur penyelenggaran pemermtahan\, L

K daerah

| 3 : Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

4, Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya‘

disingkat - DPRD adalah ‘Dewan Perwakllan Rakyat' ’
e Daerah Kabupaten Bengkahs . ) :




© .bagian -dari- pencapalan sasaran terukur pada suatu .
;. -program dan terdiri dari sekumpulan tindakan = -

- pengerahan’ sumberdaya ‘baik berupa personal, barang

~~modal ‘termasuk peralatan dan teknologl dana atau - .

4

EL Anggaran Pendapatan “dan Belanja Daerah yang ;
- ~se1an_]utnya disingkat.  APBD adalah Anggaran
' Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

g Satuan" Kerja Perangkat Daerah ‘yang selanjutnya -
. dlslngkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah =
_yang mempunyal tugas mengelola anggaran dan barang

. daerah di: hngkungan Pemerlntah Daerah Kabupaten"’ U
'LBengkahs el

o Badan - Perencanaan ; Pembangunan Daerah adalah o
‘fBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
i Bengkahs . : ,

ﬂ.wffPerencanaan adalah prosés - untuk rnenentukan
' tindakan masa. depan yang tepat, ~melalui urutan -
plhhan dengan memperhltungkan sumber daya yang -
~ada. o . .

e Pembangunan Daerah ‘ adalah‘ ’ perubahan yang
fi_-dllakukan secara terus menerus dan terencana oleh -
~rseluruh komponen d1 daerah untuk mewujudkan visi
o . ;‘~,f_daerah - e 2 :
o100 Prograrn adalah penjabaran kebljakan dalam bentuk[{f‘
;. upaya yang. ‘berisi" satu atau lebih- kegiatan dengan ;
_,‘menggunakan sumberdaya yang dlsedlakan untuk 2
mencapa1 hasﬂ yang terukur sesua1 misi. : e

11

Keglatan adalah bagian darl prograrn yang dllaksanakan -
oleh satu -atau lebih unit . kerja' pada SKPD sebagal

L _t";kombmaS1 dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, -

sebagal masukan (input) untuk- menghasﬂkan keluaran ‘ -   '
S '(output) dalam bentuk barang dan Jasa SRS SR

120 : :
N Kabupaten : Bengkahs - Tahun - 2010-2015 yang

Rencana , Pembangunan Jangka Menengah Daerah

‘?V"selanjutnya ‘disingkat  RPJMD = adalah  dokumen .-
perencanaan daerah untuk perlode S (hma) tahun ’

13, |
' Bengkalis yang selanjutnya- d1smgkat 'RKPD -adalah =~ =
rencana pembangunan - tahunan daerah = yang Gl

Rencand Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

merupakan dokumen untuk perlode 1 (satu) tahun..

Kebljakan ‘Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

'~ Daerah Kabupaten Bengkalis yang" selanjutnya disebut
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bldang e

I pendapatan belanJa dan pembxayaan serta asumsi yang i
o mendasan untuk perlode 1 (satu) tahun ‘




) ‘Penetapan RKPD Tahun 2015 dlmaksudkan sebaga1

5

15 PI‘]OI‘ltaS Plafon ~Anggaran Sementara Kabupaten
Bengkahs - yang. selanjutnya dlsebut PPAS adalah
program prlorltas, dan- ‘patokan ‘batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program ‘sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Ker_]a Anggaran (RKA) SKPD sebelum d1sepakat1 DPRD

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

,;RKPD Tahun 2015 merupakan pen_]abaran darl RPJMD
“Tahun 2010-2015, yang mengacu pada Rencana Kerja
. Pemerintah Tahun 2015 dan RKPD Prov1n51 Rlau Tahun
s 2015

BAB 11
MAKSUD DAN TUJ UAN

Pasal 3

pedoman dalam penyusunan Renja—SKPD KUA dan
PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015

-(2) Penetapan 'RKPD" Tahun 2015 mempunyal tujuan
untuk mewujudkan perencanaan pemangunan . daerah
yang - sinergi - dan . terpadu antara perencanaan
pembangunan di tlngkat Desa, Kecamatan Kabupaten
hlngga tmgkat Prov1n51 dan Nasmnal

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

o fﬂ‘(l); Slstematlka RKPD Tahun 2015 mehputl

a. BAB I _Pendahuluan

b. BABII " Evaluasi RKPD Tahun Lalu dan
Capaian - Kmerja Penyelenggaraan
Pemermtahan

c. BABII - Rancangan Kerangka Ekonorm dan
Kebljakan Keuangan Daerah:

d. BABIV:. Prioritas -dan Sasaran Pembangunan
Daerah

e. BABV Rencana Program- dan Keglatan
Prlorltas Daerah

f. "BAB VI  : Penutup




Diundangkan di Bengkalis
10 Mei 2014

pada tanggal

6

(2) [si beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah
kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2015 terhadap hasil
pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2015.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil
kesepakatan bersama DPRD tentang KUA Tahun 2015 dan
PPAS Tahun 2015, Pemerintah Daerah menggunakan
Program dan Kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

S B pada tanggal 19 Mei 2014

fBUPATI BEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANNUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 35



